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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ada beberapa
kesimpulan yang bisa diambil :

1. Bahwa Pelayananan publik di kabupaten Waropen provinsi Papua, belum
maksimal dilakukan oleh aparat daerah (pegawai negeri sipil di daerah).
Hal ini terindikasi dari minimnya akses masyarakat pada sektor- sektor
vital yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti masalah
pendidikan yakni tingginya angka putus sekolah, standar pendidikan
masyarakat masih sampai tingkat sekolah dasar, Masalah ekonomi dan
kebutuhan dasar pangan dengan persentasi masyarakat miskin di
kabupaten Waropen masih tinggi dari Sektor kesehatan yakni tingginya
angka kematian karena akses masyarakat di bidang kesehatan dan
pelayanan rumah sakit masih rendah. Masyarakat lebih memilih
pengobatan alternatif yakni pengobatan tradisional, karena tidak mampu
menjangkau rumah sakit yang terlalu jauh dari pemukiman penduduk di
kampung dan hanya terdapat di pusat kota serta biaya rumah sakit yang
sangat mahal.

Dari seluruh gambaran kondisi masyarakat di Kabupaten Waropen
dapat dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi standar

Profesional dalam menjalankan tugasnya. Akibat kurang Profesionalnya
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Pegawai Negeri Sipil menyebabkan Pelayanan Publik belum secara

optimal dilaksanakan.

2. Persoalan-persoalan yang diuraikan dalam poin satu disebabkan oleh
beberapa faktor yakni:

a. Rendahnya sumberdaya manusia pegawai negeri sipil kabupaten
waropen diaman dapat dilihat dari komposisi PNS yang lebih
didominasi oleh lulusan SMP dan SMA.

b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja PNS seperti
computer dan tenaga operator komputer dalam mengakses internet
untuk mengetahui informasi terbaru kaitannya dengan tugas-tugas
PNS masih sangat kurang, yang menyulitkan PNS dalam pemberian
pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Dalam bidang kesehatan kurangnya sarana dan prasarana kesehatan
yang memadai, serta minimnya jumlah tenaga medis yang masih
kurang, menyebabkan pelayanan masyarakat tidak maksimal.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut dan hasil analisis hubungan antara
profesioanalisme pegawai negeri sipil dan pelayanan publik di kabupaten
Waropen propinsi Papua, maka ada berapa saran dan masukan :
1. Pentingnya peningkatan kapasitas atau kemampuan dari Pegawai Negeri

Sipil melalui kegiatan penelitian dan pendidikan sehingga hal ini dapat

mendukung Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelayanan

Publik di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Hal ini tentunya sesuai
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dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang nomor 43 Tahun 1999
tentang pokok-pokok kepegawaian, yang menegaskan bahwa :
” Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-
besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan
untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan,
dan ketrampilan”
. Dalam melakukan rekrutmen pegawai, harus selektif dan transparan
sehingga memiliki kompetensi keilmuan sehingga memenuhi prinsip the
right men on the right place, sehingga pelayanan publik di kabupaten
waropen dapat berjalan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang
Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1), yang
menegaskan:
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa,dan atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
. Dalam bidang kesehatan pemerintah daerah kabupaten waropen harus
memperhatikan sarana dan prasarana kesehatan (rumah sakit dan
puskesmas) serta memperbanyak jumlah tenaga medis (dokter dan
perawat) sehingga masyarakat benar-benar merasakan pelayanan dalam
bidang kesehatan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang
Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1), yang
menegaskan:
“pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
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barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik”.

4. Bidang Infratruktur Perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah Daerah,
dalam hal ini instansi terkait Dinas Pekerjaan Umum, yang secara langsung
menangani infrastruktutr jalan dan lain sebagainya, sudah seharusnya
menjadi prioritas pertama, sehingga aktifitas masyarakat dapat berjalan baik
dan lancar, karena di dukung oleh infrastruktur yang memadai, hal demikian
sangat di tentukan oleh, profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang handal
dan tanggap terhadap keinginan masyarakat dalam rangka untuk
meingkatkan kesejahteraan masyarakat, secara khusus di Kabupaten

Waropen Provinsi Papua.
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